ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Pemungutan Tambahan Dalam Pembayaran Hutang
Produktif Melalui Lumbung Padi Ditinjau Dari Konsep Al-Qardh (Studi Kasus
Pada Kelompok Tani di Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan Kabupaten
Trenggalek” ini ditulis oleh Nanda Mitha Rucmana, NIM. 12101173045, Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan IImu Hukum, Institus Agama
Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, yang dibimbing oleh Dr. Kutbuddin Aibak,
S.Ag., M.H.I.
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Penelitian ini dilatarbelakangi adanya praktik pemungutan tambahan pada
hutang piutang dalam bidang pertanian. Praktik tambahan itu terjadi pada saat
pengembalian hutang ketika jatuh tempo sebagaimana yang telah ditetapkan
sebelumnya. Selain praktik tambahan dalam hutang piutang ini dirasa membebani
para petani, juga tidak sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, penting untuk
dikaji lebih lanjut dalam sebuah penelitian.

Fokus penelitian dalam skripsi ini tentang penambahan dalam pembayaran
hutang dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1) Bagaimana pemungutan
tambahan dalam pembayaran hutang produktif melalui lumbung padi pada
kelompok Tani di Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek?
(2) Bagaimana pemungutan tambahan dalam pembayaran hutang produktif yang
dilakukan pada kelompok tani di Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan
Kabupaten Trenggalek ditinjau dari konsep Al-Qard?

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif.
Teknik pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara
mendalam, dan dokumentasi sedangkan teknik analisis data menggunakan
kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display), dan
penarikan/verifikasi kesimpulan, serta teknik pengecekan keabsahan data dengan
melakukan triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Praktik hutang piutang
tambahan yang terjadi ketika seorang debitur (penerima hutang) datang kepada
kreditur/agen tani (muqrid/pemberi hutang) untuk melakukan pinjaman, kemudian
kedua belah pihak tersebut mengadakan ijab gabul secara lisan dan tulisan.
Terjadinya hutang piutang setelah panen dikarenakan petani meminjam benih dan
pupuk kepada agen tani, benih dan pupuk tersebut nantinya dibayar dengan gabah,
besaran hutang yang harus dibayar yaitu dengan perbandingan 1 sak pupuk akan
dikembalikan dengan gabah sebesar 25 kg, apabila petani telat atau tidak bisa
mengembalikan pada saat musim panen tiba maka petani tidak boleh lagi
meminjam pupuk dengan ketua kelompok tani kecuali dengan adanya
penambahan gabah atau hasil tani lainnya dalam pembayaran. (2) Praktik hutang
piutang yang terjadi di Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan Kabupaten
Trenggalek jika dilihat dari segi rukun dan syarat sahnya dalam perjanjian ini
sudah memenuhi ketentuan hukum Islam yang berlaku, mulai dari ‘agid (orang
yang berhutang dan berpiutang) yaitu sudah cakap hukum atau baligh. Kemudian
ma’qud ‘alaih (Objek), yaitu barang yang dijadikan objek hutang baik pupuk atau
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uang merupakan sudah sah menurut hukum Islam, namun adanya ketidakpastian
harga pada periode akan datang sehingga menyebabkan adanya penambahan
secara tidak langsung, hal ini menjadikan transaksi tersebut dilarang atau tidak
sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan konsep al-Qardh.
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ABSTRACT

Thesis with the title “Additional Collection in Payment of Productive
Debts Through Rice Barns Judging from the Al-Qardh Concept (Case Study of
Farmer’s Groups in Ngadirenggo Village, Pogalan District, Trenggalek Regency”
was written by Nanda Mitha Rucmana, NIM. 12101173045, Department of Sharia
Economic Law, Faculty of Sharia and Legal Studies, State Islamic Institute
(IAIN) Tulungagung, Advisor by Dr. Kutbuddin Aibak, S.Ag., MHI

Keywords: Accounts Payable, Additional Collection, al-Qardh

This research is motivated by the practice of additional collection of
accounts payable in agriculture. This additional practice occurs at the time of
repaying the debt when it is due as previously determined. In addition to this
additional practice in debt, it is felt to be a burden for farmers, it is also not
necessarily in accordance with Islamic teachings. Therefore, it is important to be
studied further in a study.

The focus of the research in this thesis is on the addition of debt payments
with the following research questions: (1) How is the practice of collecting
additional fees for paying debts to the farmer group in Ngadirenggo Village,
Pogalan District, Trenggalek Regency? (2) How is the additional collection of
productive debt payments made to farmer groups in Ngadirenggo Village, Pogalan
District, Trenggalek Regency in terms of the al-Qardh concept?

The research method used by the researcher is a qualitative method and a
descriptive type of research. The data collection techniques used were
observation, in-depth interviews, and documentation, while the data analysis
techniques used data condensation, data display, and conclusion
drawing/verification, as well as a technique for checking the validity of the data
by performing triangulation.

The results of this study indicate that: (1) The practice of accounts payable
that occurs in Ngadirenggo Village, Pogalan District, Trenggalek Regency occurs
when a debtor/borrower or muqtarid (debt recipient) comes to the creditor/farmer
agent (mugrid/debtor) to make a loan, then both parties hold the consent gabul
orally and in writing. The occurrence of accounts payable after harvest is due to
farmers borrowing seeds and fertilizers from farming agents, the seeds and
fertilizers will be paid for with nominal grain 1 sack of fertilizer will be returned
with 25 kg of grain, if farmers cannot return them when the harvest season arrives,
farmers are no longer allowed borrow fertilizer with the head of the farmer group
without any additional additions and this has become a mutual agreement. (2) The
practice of debt and receivables that occurred in Ngadirenggo Village, Pogalan
District, Trenggalek Regency when viewed in terms of the pillars and legal
requirements in this agreement has met the provisions of applicable Islamic law,
starting from ‘aqid (people who are in debt and owed debt) which is legally
competent or baligh. Then ma’qid ‘alaih (object), ie goods that are used as
objects of debt, either fertilizer or money, are already legal according to Islamic
law, but the uncertainty of prices in the future period causes an indirect addition,
this makes the transaction prohibited or not in accordance with Islamic law, not in
accordance with the concept of al-Qardh.

Xvii



